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Menimbang

Mengingat

BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan

1.

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi perlu
adanya inovasi berupa perubahan format SPPT PBB
P2 dan otomatisasi peralihan nama wajib pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perubahan
dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali
Kota.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019
Nomor 2 Seri D) ;

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2019 Nomor 10 Seri B).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 973/9152/Bapenda.P3D tanggal
16 Desember 2020 tentang Rapat Pembahasan
Penyusunan Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 53 TAHUN
2019 TENTANG PENETAPAN NOMOR OBJEK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BERSAMAAN DENGAN PELAYANAN VALIDASI BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun
2019 tentang Penetapan Nomor Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan Bersamaan Dengan Pelayanan Validasi Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 8

Spesifikasi teknis formulir SPPT adalah sebagai berikut :

NO. KRITERIA SPPT DOUBLE SPPT ENGKEL

1. Ukuran (px1) 1 set 15,17 x 11”7 8,05 " x 11”

2. Jumlah lembar dalam 1 2 lembar SPPT 1 lembar SPPT

set

3. Berat kertas 1 lembar/ set | 80 gram 80 gram

4. Nomor Seri Tercetak Tercetak
berurutan di berurutan di
depan belakang

5. Desain Standar SPPT Standar SPPT

6. Jenis Kertas HVS HVS

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal |1

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 23 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 91 SERI E






